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  ABSTRAK  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden 
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu 
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan 
secara cepat, terjangkau dan mudah, dan untuk mewujudkan peningkatan 
kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan 
pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintahan Daerah 
dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, dan swasta pada 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, 
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung 
Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6905), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), Peraturan Presiden Nomor 



76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191), Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), Peraturan Presiden Nomor 
89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222), Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573), Peraturan Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7), dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 114). 
 

  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Ketentuan Umum, diatur mengenai 
maksud, tujuan dan prinsip, diatur mengenai ruang lingkup, diatur mengenai 
monitoring dan evaluasi, dan diatur mengenai Ketentuan Penutup. 

 
 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024. 
  -  Penjelasan: 6 halaman. 
 


